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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

: ﬁahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

f:’eraturan Menteri Dalam Negeri Né)mor 79 Tahun 2022

fentang Petunjuk Teknis Pengtinaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah Dalam

Pé}aksanaan Anggaran

I%endapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan

P:eraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan

Penyeienggaraan Kartu Kredit Pemérintah Daerah Untuk

I%elaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.

: Gorontalo

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negeira Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); -

Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaf‘an Negara Republik

Undang-Undang Nomor 1 tentang
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,:Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

! Pembentukan Kabupaten Gorontélo Utara di Provinsi

(Lembaran Negara %Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Nomor 4687); :



PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2023
! TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Pgraturan Menteri Dalam Negeri N(;mor 79 Tahun 2022
t{zntang Petunjuk Teknis Penguinaan Kartu Kredit
P;zmerintah Daerah  Dalam Peliaksanaan Anggaran
P;zndapatan dan Belanja Daerah{ perlu  menetapkan
Pératuran Bupati tentang Tata Céra Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerlntah Daerah Untuk

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
¢ Indonesia Tahun 1945; :

2’ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negai:'a Republik Indonesia
- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
i Republik Indonesia Nomor 4286); '

3 Undang-Undang Nomor 1 Tallmn 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaréan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, i’I‘ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

' Pembentukan Kabupaten Gorontaio Utara di Provinsi

: Gorontalo (Lembaran Negara iRepublik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

: Republik Nomor 4687); .
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10.

Undang-Undang Nomor 23 T.ahQn 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara? Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 384:3) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009 tentané Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undanig-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 téntang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembélran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor;4962);
Undang-Undang Nomor 1 Télhun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Péamerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembara:h Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,; Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguataﬁ Sektor Keuangan -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 12? Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Bank Indonesia meor 23/6/PB1/2021
tentang Penyedia Jasa Pembayarian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692);
Peraturan Menteri Dalam Negeri ﬁomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengéunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah dalam Peiaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
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11 Peraturan Daerah Kabupaten Go}ontalo Utara Nomor 1

. Tahun 2023 tentang Pengelolaén Keuangan Daerah
(Lembaran  Daerah Kabupatén Gorontalo Utara
Tahun 2023 Nomor 269, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 269).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN

DA:N PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupéti ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memlmpm pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bup,atl Gorontalo Utara.

4. Anggaran Pendapa{tan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keilangan tahunan Daerah yang ditetaﬁkan dengan Peraturan
Daerah.

Kartu Kredit adalah Kartu Kredit sebagaimana diaitur dalam ketentuan
peraturan perun{dang—undangan Bank Indonesia?_ di bidang sistem
pembayaran, ;_

Kartu Kredit Pemé:rintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah
Kartu Kredit yané dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas
belanja yang dit;ebankan pada APBD, setelah kéwajiban pembayaran
pemegang Kartu dlpenuhl oleh bank penerbit Kartu 'Kredit sesuai dengan
kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajlban melakukan
pelunasan kewajlban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan
pelunasan pembayaran secara sekaligus. _‘

Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai
negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD

berdasarkan penetépan pengguna anggaran.
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Administrator KKIz’D dalam hal ini Bendahara Pengeluaran (BP) atau
Bendahara Pengelluaran Pembantu (BPP) adalah pejabat dan/atau pegawai di
lingkungan Satuan kerja perangkat daerah yang beratatus sebagai pegawai
negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi
penggunaan KKPD "

Pelaksana Kuasa: Pengguna KKPD dalam hal ini Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) adalah pejabat dan/atau pegawai neger1 sipil daerah yang
diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlslngkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dlplmplnnya.

Kuasa PA yang sélanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanaléan sebagian kewenangan PA dalam nlelaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsmgkat PPKD adalah
kepala Satuan Keqa Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagal Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dlslngkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapa51tas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD. :

Rekening Kas Unilum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat nenyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampurfg seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya dlsmgkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

23.

26.

27.

28.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya;disingkat PPTK adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan
dari suatu Prograrn sesuai dengan bidang tugasnya. ;

Bendahara Pengel"uaran yang selanjutnya di singkat BP adalah pejabat yang
ditunjuk menerir;na, menyimpan, membayarkan, fnenatausahakan, dan
mempertanggung]awabkan uang untuk keperluan belan_]a daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. '

Bendahara Pengelluaran Pembantu yang selanjutnya:;disingkat BPP adalah
pejabat  yang ; ditunjuk menerima, menyimpan, - membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada nnit SKPD.

Bank penerbit Ki{PD adalah Bank yang memfasilitasi penerbitan Alat
Pembayaran beruﬁa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui
kerjasama dengan bank lain,

Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPTKKPD
adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat 1nforma81 nama pemegang
kartu, nomor kart_u, jenis belanja barang, rician pengeluaran, pembebanan
anggaran, dan jurnlah tagihan yang harus dibayar I%epada Bank penerbit
KKPD. ] |

Uang Persediaan 3‘}ang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk
membiayai Keglatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit
satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk memb1aya1 pengeluaran yang
menurut sifat dan | tujuannya tidak mungkin dllakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung

UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP
melalui transfer RKUD ke rekening BP,

UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit)
kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dllakukan dengan KKPD.
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat
SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan
pembayaran UP. : |

Surat Perintah Mernbayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM
UP adalah dokumén yang digunakan untuk menerbftkan surat perintah
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD . yang dipergunakan
sebagai UP untuk mendanal sub kegiatan.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Surat Perintah Mémbayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM GU adalah dokumen yvang digunakan untuk pe;ﬁerbitan surat perintah
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untljlk mengganti UP yang telah dibelanjékan.

Surat Perintah Péncairan Dana Uang Persediaan yané selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Referensi a_dalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan
kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD..

Personal Identzﬁcaition Number yang selanjutnya disinékat PIN adalah nomor
identifikasi pribadfi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit,
yang merupakan Esuatu kombinasi angka-angka yang‘“dibuat oleh komputer
sebagai kode sandl khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD
dalam melakukan transakm

Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya dlsmgkat dengan NPD KKPD
adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaranjbelanja menggunakan
UP KKPD yang dla_]ukan oleh PPTK. '

Pembelian secara Elektromk yang selanjutnya disebut Epurchasmg adalah tata
cara pembelian ba;'ang/Jasa melalui sistem katalogjz elektronik atau toko
daring. ;

Toko Dalam Jarin;gan yang selanjutnya disebut Toko?Daring adalah sistem
informasi yangé memfasilitasi  Pengadaan  Barang/Jasa  melalui
penyeienggaraan pérdagangan melalui sistem elektronik?dan ritel daring.
Katalog Elektronikiadalah sistemn informasi elektronik yfang memuat informasi
berupa daftar, .jexiis, spesifikasi teknis, Tingkat Kon"lponen Dalam Negeri
(TKDN), produk cfalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SN},
produk industri hljau negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya
terkait barang/j Jasa

Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya dlsmgkat PLSE adalah
pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Slstcm Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE). '
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' BAB II
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) KKPD dlgunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah

berupa penyelesaxan tagihan belanja barang dan Jasa serta belanja modal

melalui mekamsme UP.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan :

a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan

pemakaian yang lebih luas;

. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia baraﬁg/:jasa yang menerima

pembayaran sebara elektronik melalui mesin electfonic data capture atau

media dalamj Jarmgan,

. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadmya penyimpangan

atau fraud,

. efektivitas dalalj_h pengurangan UP yang mengangguriatau idle cash;

e. efisiensi biaya édministrasi transaksi pemerintah déerah dari penggunaan

UP; dan : _
akuntabilitas bembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya
penggunaan UP KKPD. '

| BAB Il :
PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
PPKD
Pasal 3

Dalam penggunaan UP KKPD, PPKD selaku BUD rniempunyai tugas dan

wewenang :

a.

menunjuk 1 (satuj Bank penerbit KKPD sesuai dengaxil ketentuan peraturan
perundang-undanéan

melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kel]a sama Pemerintah
Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;

menandatangani perjanjlan kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD;

d. memberikan rekofnendasi kepada Walikota untuk rhenetapkan Pemegang

KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA;

menyampaikan sufrat permochonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit
KKPD; |

menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengaxi Pemegang KKPD;

ABAN KABAG
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menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai benta acara serah terima
KKPD dan surat peljan_uan penggunaan KKPD;

. menandatangani ibenta acara serah terima KKPD 'édan surat perjanjian
penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan ‘penandatanganan oleh
Pemegang KKFPD;

memberikan perseftujuan atas permintaan kenaikan lﬁnit belanja KKPD dari
Pemegang KKPD; ;

melakukan penaril:can KKPD karena penyalahgunaan at;em keadaan tertentu;
menerbitkan surait peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi
penyalahgunaan KKPD;

memberikan rekamendasi kepada Bupati atas pef_rmohonan perubahan
proporsi besaran UP KKPD;

. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi
perubahan besaran UP;

. menyusun rekap1tu1a81 laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran dengan KKPD; :

memberikan rekomendam kepada Bupati untuk memberlkan surat teguran
dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; :

menerbitkan surat penarlkan KKPD;

menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerblt PPKD dengan
tembusan kepada Pemegang KKPD; _

melakukan pengawasan secara internal atas kewajibah pembayaran tagihan
KKPD agar tidak mElewaﬁ batas waktu/jatuh tempo penflbayaran

menetapkan standar operasional prosedur terkait norrna waktu penggunaan,
penyelesaian taglhan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman
pada ketentuan pex"aturan perundang-undangan; '

melakukan rnonijtoring dan evaluasi pelaksanaail kerjasama, surat
persetujuan/perubiahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah
dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Pen(;rbit KKPD, ringkasan
belanja dan pembayaran serta hambatan dan kendala; dan

. menyusun dan rnenyarnpalkan laporan hasil momtonng dan evaluasi

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Kuasa BUD
Pasal 4

Dalam penggunaan UPEKKPD Kuasa BUD mempunyai tugaé dan wewenang :

a. menyiapkan surat perjan_]lan penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;

KABAN KABAG
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melakukan penehtlan besaran/proporsi UP KKPD;

menyiapkan surat persetu_]uan besaran UP KKPD SKPD

melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dlbayarkan melalui UP,
pagu jenis belan_la yang bisa dibayarkan melalul UP KKPD, dan

besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu
pengawasan UP KKPD

melakukan verifi ka31 atas SPM GU KKPD yang dlajukan oleh PA;
mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak
memenuhi persyaratan,

menerbitkan SP2Q GU KKPD;

melakukan koordi}lasi dengan SKPD, terkait percepatah penyelesaian tagihan
KKPD yang belum dlbayarkan,

melakukan evalua51 pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA;
menyusun rekap1tu1a51 laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran menggunakan KKPD;

meminta SKPD unﬁuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal
BUD belum menérima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran dengai_n KKPD tingkat SKPD;

menyiapkan dan :menyampaikan rekapitulasi laporani hasil monitoring dan

evaluasi pelaksanaian pembayaran dengan KKPD kepad.é} PPKD selaku BUD;

. menyiapkan surat ieguran dan/atau pemotongan besaréln UP KKPD;

menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal
dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan

menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD kepada
PA dan Bank Pel'let:blt KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga
PA
Pasal 5

Dalam penggunaan UP KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang

a.

b.

menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;

menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD
kepada Bupati melalul PPKD selaku BUD; '

menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian
SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;

] ¥y
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d. mengajukan surat; permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati
melalui PPKD selaku BUD; ‘

e. melakukan pengujlan terbadap :

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBD; :

2. kebenaran mat;eriil dan perhitungan bukti-bukti penfgeluaran;

3. kebenaran perﬁitungan Tagihan (e-billing) /Daftar Ta{gihan Sementara;

4. kesesuaian perhltungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan
{e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara; :

5. kesesuaian j _]ems belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan

6. kesesuaian spe31ﬁka31 teknis dan volume : barang/jasa dalam
perjanjian/ konﬁak, dokumen serah terima barang].jasa, dan barang/jasa
yang diserahszn oleh penyedia barang/jasa.

f. Mengesahkan sebaglan/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan
yang dibayarkan dengan KKPD;

g. menolak bukt1-bukt1 pengeluaran atas tagihan yang dlbayarkan dengan KKPD
dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhl ketentuan;

h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi
ketentuan; ,

i. menyampaikan sﬁrat pemberitahuan penolakan kepfada pelaksana Kuasa
Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yéng tidak memenuhi
ketentuan; |

Jj- menerbitkan NPD KKPD

k. menerbitkan SPM- GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D- GU KKPD; dan

1. melakukan verlfika31 atas indikasi penyalahgunaan KKPD

Bagian Keempat
KPA
Pasal 6

Dalam penggunaan UP KKPD, KPA mempunyai tugas dan wéewenang :
a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA;
b. melakukan pengujian terbadap :

1. kebenaran daté pihak yang berhak menerima pe:mbayaran atas beban

APBD; |
2. kebenaran mat;eriil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;

3. kebenaran perﬁitungan Tagihan {e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
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4. kesesuaian pérhitungan antara bukti pengeluéran dengan Tagihan
(e-billing)/ Daftailr Tagihan Sementara; '

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan

6. kesesuaian épesifikasi teknis dan volume : barang/jasa dalam
perjanjlan/kontrak dokumen serah terima barang/_]asa dan barang/jasa
yang dlserahkan oleh penyedia barang/jasa. :

c. mengesahkan sebaglan/ seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan
yang dibayarkan dengan KKPD;

d.. menolak bukt1~bukt1 pengeluaran atas tagihan yang dlbayarkan dengan KKPD
dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

e. menerbitkan DP’I‘ KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi
ketentuan;

f. menyampaikan sdrat pemberitahuan penolakan kepéda Pelaksana Kuasa
Pengguna KKPD éatas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi
ketentuan; dan ?

g. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP.

| Bagian Kelima
PPTK
: Pasal 7 :
(1) Dalam penggunaan;‘UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang :
a. menerima kuaéa penggunaan KKPD dari PA/KPA s@:laku Pemegang KKPD
untuk melakukian belanja menggunakan KKPD; : '
b. rnengurnpulkanE dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan keglatan/ sub kegiatan yang
menggunakan KKPD :
c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dan
d. menyampalkan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri
dokumen belan_]a kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD / PPK-Unit SKPD.,
e. Dalam melaksa;nakan tugas penggunaan KKPD sébagaimana dimaksud

pada ayat (1) hlin'uf a, PPTK bertanggungjawab kepada pemegang KKPD.

i
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Bagian Keenam
PPK-SKPD/ PPK Unit SKPD
Pasal 8

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai ttigas dan wewenang :

a.

S Romo0

melakukan veﬁﬁkasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta
dokumen pendukung; :

menyiapkan DPT KKPD;
menyiapkan NPD KKPD;

melakukan venhka31 SPP GU KKPD beserta buktl kelengkapannya yang
diajukan oleh BP

menyiapkan SPM GU KKPD;
menyiapkan draft surat pernyataan tanggung Jawab mutlak PA;
menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan

rnenyarnpalkan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh
PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK Unit SKPD rpempunyal tugas dan

wewenang :

a.

melakukan venﬁka31 daftar nominatif belanja rnenggunakan KKPD beserta
dokumen pendukung,

menyiapkan DPT KKP;
menyiapkan NPD KKPD; dan

d. menyampalkan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh

KPA kepada BPP untuk penyiapan dan pengajuan S_PP GU KKPD.

Bagian Ketujuh
BP/BPP
Pasal 9

(1) Dalam penggunaarf UP KKPD, BP mempunyai tugas dan‘wewenang :

a.

b.

menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA;

melampirkan daftar rincian yang menyatakan Jumlah UP Tunai dan UP
KKPD yang dlkelola oleh masingmasing BPP dalam pengajuan UP dan/atau
pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD;
melakukan pengujlan

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan

2, ketersediaaﬁ dana UP KKPD.

3. Penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas

tagihan dalam NPD KKPD. /
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d. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan
kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan; '

e. mengajukan perrmntaan penggantian UP KKPD me1a1u1 SPP-GU KKPD
kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan
NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya
melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung Jawab mutlak PA;

g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebltan rekening BP ke
rekening Bank penerbit KKPD setelah pencalran :dana SP2D diterima/
masuk ke rekemng BP; dan '

h. melakukan pemmdahbukuan UP KKPD melalui pendebltan rekening BP ke

rekening masmg—masmg BPP.

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPP mempunyai tugas dan wewenang :

a. menyampalkan. kebutuhan UP KKPD Unit SKPD kepada BP;
b. melakukan penfgujian : ' ‘

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan

2. ketersedlaan dana UP KKPD.

c. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang dlajukan dan mengembalikan
kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan; '

d. menyampalkan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan

e. melakukan pembayaran tagihan KKPD melaui pendebitan rekening BPP ke
rekening Bank Penerblt KKPD setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke
rekening BPP yang ditransfer oleh BP.

Bagian Kedelapan

Administrator KKPD
Pasal 10
Dalam penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD mémpunyai tugas dan
wewenang : t
a. melakukan aktlva31 KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call

center/layanan pesan singkat (Short Message Service) /sarana lainnya;
meminta kenaikanf batasan belanja (limit} KKPD secara sementara atau
permanen kepada :Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau

sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
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f.

(1)

(2)

(3)

menglnfonnamkan nilai kenajkan batasan belanja : (hrmt) KKPD, periode
kenaikan batasan'’ belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada
Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikanibatasan belanja (limit)
KKPD secara sementara, ‘

mengmfonnasukan nilai kenaikan batasan belanja (lumt) KKPD, periode
permnanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Banlg Penerbit KKPD dalam
hal permintaan kefpaikan batasan belanja (limit) KKPD é_ecara permanen;
melakukan moniti_oring pengembalian batasan belanjh (limit) KKPD secara
sementara ke baté.san belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan
belanja (limit) sem@entara /masa berlaku penggunaan Uli KKPD;

mengajukan pern':lintaan pengembalian batasan belianja (limit} KKPD ke
batasan belanja (linﬁt) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan
belanja (limit) KjKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali
kebatasan belanja;(]imit) awal setelah periode berakhir; :

meminta penyetorian kembali atas keterlanjuran peni:bayaran kepada Bank
Penerbit KKPD m%elalui surat elektronik dan/atau sérana tercepat lamnya
setelah mendapat bersetujuan dari PA/KPA; dan _

menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, ndmor dan nama KKPD,
bukti-bukti pembayaran/pemmdahbukuan yang sah dan nomor rekening
BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerblt KKPD dalam hal

penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

BAB IV
UP KKPD
Bagian Kesatu

Penentuan Proporsi UP

Pasal 11
UP sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdln dari UP Tunai dan UP
KKPD. ‘
UP KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP
yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP. :
Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dan besaran UP masing-

masing SKPD; dan

b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dan besaran UP masing-
masing SKPD.
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(4) Proporsi UP sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dltetapkan dalam keputusan
Bupati. |

Pasal 12 :

(1) Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b
dapat dilakukan ﬁerubahan sesuai dengan kebutuhani penggunaan UP KKPD
pada SKPD.

(2) Perubahan propofsi UP KKPD sebagaimana dimaksua pada ayat (1) dapat
berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD.

(3) Kenaikan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tidak dlperbolehkan lebih dari
70% (tujuh puluh persen)

(4) Penurunan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tldak diperbolehkan kurang
dari 30% (tiga puluh persen).

(5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupatl melalui PPKD selaku BUD.

(6) Pengajuan perubahan proporsi UP KKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (5)
dilakukan 1 kali dalam tahun anggaran berjalan. ,

(7) PPKD selaku BUD membenkan pertimbangan atas usulan perubahan proporsi
UP KKPD kepada Bupau

(8) Berdasarkan perﬁmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati
memberikan persetlujuan perubahan proporsi UP KKPD.

: Pasal 13
Pertimbangan kenéikan atau penurunan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (7) dldasarkan atas :
a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD;
b. perubahan kebljakan pelaksanaan belanja SKPD;
¢. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal pembayaran secara
elektronik; atau '.
d. kebutuhan lamnya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD.

. Pasal 14 :
Besaran UP KKPD dihftung dari proporsi UP KKPD sebagair:nana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh
Bupatl sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
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(1)
)

(1)

(2)

(3)

(1)

)

3)

(4)

‘ Bagian Kedua :

1Per‘mintaan Uang Persediaan KKPD

Pasal 15
BP menyampaikanz' kebutuhan UP KKPD kepada PA.
PA mencantumkari kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam surat pernyhtaan UP yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini, dan diajukan pada saat

penyampaian SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD.

; Pasal 16 _

Dalam hal terdapiat perubahan besaran UP KKPD §¢bagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 a%yat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana
dimaksud dalam P;asal 12 ayat (5) setelah adanya pen:yampaian SPM UP, PA
mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PPKD
selaku BUD melalm Kuasa BUD.
Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
a. surat pernyataan UP dari PA; dan _
b. keputusan Bui:)ati mengenai perubahan besaran ‘UP atau proporsi UP

KKPD. |
Ketentuan mengeﬁai format surat pernyataan UP dari PA sebagadmana

dimaksud pada ayét (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

: Pasal 17 :
Berdasarkan suratipemyataan dan keputusan Bupati §ebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ay:ajt (2) Kuasa BUD melakukan penelitiah besaran UP KKPD.
Dalam hal besaran/ proporsi UP KKPD telah fnemenuhi ketentuan
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5), PPKD
selaku BUD menerbltkan Surat Persetujuan Besaran UP KKPD SKPD,
Surat persetujuan Besaran UP KKPD SKPD diterbitkan :paling lambat 1 (satu)
hari kerja setelah ,SPM UP dan/atau permohonan perubahan besaran UP
KKPD SKPD dltenma oleh Kuasa BUD. .
Untuk BP yang glbantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dan/atau
pengajuan perubaﬁan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD melalui

Kuasa BUD harus melamplrkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP
Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP.
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(S)

Ketentuan mengenai format surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuari peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan KKPD dan Batasan Belanja KKPD
Pasal 18

(1) KKPD digunakan L{ntuk keperluan :

(2)

(3)

(4)

&)

(1)

(2)

a. belanja barangi dan jasa serta belanja modal;

b. belanja perjalai’lan dinas.

Kartu Kredit uhtuik keperluan belanja barang dan .jas:,a' serta belanja modal
sebagaimana dima:lksud pada ayat (1) huruf a, meliputi

a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoi‘an;

b. belanja pengad-aan bahan makanan;

c. belanja barangsuntuk persediaan;

d. belanja sewa;

e. belanja pemelili:araan;

f. belanja bahan i)akar kendaraan dinas;

g. belanja modal,; dan

h. belanja 1a1nnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan
produk dalam negeiri dan usaha mikro, kecil dan kopera:si.

Kartu Kredit unituk keperluan belanja perjalanaﬁ dinas sebagaimana
dimaksud pada a)j'at (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport,
penginapan, dan/ eitau sewa kendaraan. :

Untuk dasar penéenaan pajak, perhitungan, pemotohgan, penyetoran dan

pelaporan dilakukan sesuai dengan peraturan peruhdang-undangan yang

berlaku.

Pasal 19
Penggunaan KKPD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan
dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp.200.000. 000 00 {dua ratus juta
rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran. :
Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan
oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemenntahan di bidang kebijakan

pengadaan barang/ Jasa pemerintah.
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(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Dalam hal KKPDE digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana
dimaksud pada ay:at (2), nilai belanja paling banyak uhtuk 1 (satu) penerima
pembayaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).

Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta
belanja modal untuk pertama kali diberikan palmg banyak sebesar
Rp.50.000.000,00 (hma puluh juta rupiah).

Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja pérjalanan dinas jabatan
untuk pertama kall diberikan paling banyak sebesar Rp 40.000.000,00 (empat
puluh juta ruplah)

Total batasan Iumt belanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP KKPD
yang telah dlsetu_]ul PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2). _

Total besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tahun tidak
melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalu:i UP KKPD,

Pagu jenis belanja!'_l yang bisa dibayarkan melalui Uf’ KKPD sebagaimana
dimaksud pada ay:at (4) adalah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari
pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.

, Bagian Keempat _
Pemegailg KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguné KKPD

" dan Administrator KKPD "

i Pasal 20 '
Pemegang KKPD, Relaksma Kuasa Pengguna dan/atau Administrator KKPD
merupakan pejabat / pegawai SKPD yang berstatus pegawfai negeri sipil daerah.
Pemegang KKPD seti)agaimana dimaksud pada ayat (1) mérupakan PA/KPA,
Pelaksana Kuasa Péngguna sebagaimana dimaksud padia ayat (1) merupakan
pegawai negeri sipilédaerah yang mendapat kuasa untuk menggunakan KKPD
dari PA/KPA. -
Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
BP/BPP. .
Dalam hal terdapati Pemegang KKPD sebagaimana dim‘.aksud pada ayat (2)
pelaksana kuasa ﬁengguna sebagai dimaksud padat ayat (3) dan/atau
Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan,
pegawai yang ditunjiuk melaksanakan tugas PA/KPA dan/atau melaksanakan
tugas BP/BPP sesﬁai' dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagai pemegang KI\{PD dan Administrator KKPD. |
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BAB V
PENGAJ UAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD
Bagian Kesatu
j Perjanjian Kerja Sama
Pasal 21

(1) PPKD selaku BUD menun_]uk Bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai

Bank penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

(2) PPKD selaku BUf) membuat perjanjian kerja sama zdengan Pejabat Bank
Penerbit KKPD. .

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada eis.yat (2), paling sedikit

memuat :
a. definisi;
b. tujuan perjanjién kerja sama;,
c. ruang lingkup per]an_uan kerja sama;
d. pagu jenis belan_]a yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas
kredit (credit hne) SKPD; :
e. hak dan kewa_]lban PPKD selaku BUD dan Bank Penerblt KKPD;
f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD,'
g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; ..
h. penyelesaian persellslhan dan hukum yang berlaku;:
i. jangka waktu pcrjan_]lan, :
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanian;
k. alamat dan wallgil para pihak;
1. Surat Referensii;

m. keadaan kahar :(force majeure); dan

n. kerahasiaan inf_'or*masi/ data.

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani
oleh PPKD selaku I?UD dan pejabat Bank penerbit KKPD.

’
t

i

Pasal 22

(1) Dalam hal Bank pfenempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) belum memiliki kewenangan menerbitkan% Kartu Kredit, Bank

penempatan RKUIj melakukan kerja sama dalam peﬁerbitan KKPD dengan

bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit

Kartu Kredit dari otorltas yang berwenang.

m:ru KABAG

kEUAHGAN | Hukum ASS Il SEKPA WABUP




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Dalam rangka ke}'jasama dengan bank badan umum milik negara dalam

penyediaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank penempatan

RKUD membuat ?peljanjian kerja sama dengan bank badan umum milik

negara. | " '

Perjanjian kerja sfama sebagaimana dimaksud pada éyat (2), paling sedikit

memuat : :

a. definisi; |

b. tujuan peljanjién kerja sama;

¢. ruang lingkup i)exjanjian kerja sama,;

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas
kredit (credit lme) SKPD; :

e. hak dan kewajlban Bank Penempatan RKUD dan bank badan umum milik
negara Penerblt KKPD;

f. tatacara penaglhan dan pembayaran tagihan KKPD

jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; :

7o

penyelesaian persellslhan dan hukum yang berlaku,

=
.

Jjangka waktu perlanj ian;
berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;
alamat dan wakil para pihak;
Surat Referensi;
. keadaan kahari(force majeure);

kerahasiaan informasi/ data; dan

PPB*"F?"

ketentuan pem.s_ltup

Perjanjian kerja séma sebagaimana dimaksud pada aiyat (3) ditandatangani
oleh Pejabat Bank penempatan RKUD dan pejabat bank badan umum milik
negara Penerbit KKPD '

Kerja sama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dllakukan paling lama 5
(lima) tahun atau sesual dengan kriteria yang dltetapkan oleh Lembaga yang

berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit. :

Bagian Kedua :
Penetapan Pemegang KKPD dan Admmlstrator KKPD
: Pasal 23 :
Berdasarkan perjaﬁjian kerja sama sebagaimana dima{ksud dalam Pasal 21
ayat (4), PA menyampalkan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan
Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD.
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{2)

(1)

(2)

[
H

Daftar Usulan Pémegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD,
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikit mermuat

a. nama dan NIP ;;)emegang KKPD;, |

b. tempat dan tarfggal lahir pemegang KKPD;

c. Jjabatan pemeéang KKPD;

d. kewenangan pémegang KKPD;

e. batasan belan_]a {limit) KKPD untuk masing-masing pemegang KKPD;

f. alamat surat elektromk pemegang KKPD;

g. nama dan NIP Admlmstrator KKPD;

h. tempat dan tariggal lahir Administrator KKPD;

i. jabatan Admmi:strator KKPD; dan

j. alamat surat elektromk Administrator KKPD,

Usulan Pemegang KKPD dan Admlmstrator KKPD disesuaikan dengan
Keputusan Bupati tentang Penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD.

PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang KKPD dan
Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Bupatl untuk ditetapkan
dengan keputusan Bupatl '

Bagian Ketiga
Pengajuan KKPD

! Pasal 24 :
Berdasarkan kepufusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(4), PPKD selaku . BUD mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD
kepada Bank Penerblt KKPD.
Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1),
dengan melamplrkan :
a. Surat Referen31 dari PA/KPA;
b. formulir apllka51 KKPD dari bank berkenaan;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dar1 PA/KPA;

d. Fotokopi NPWP. PA/ KPA;
e. SKPA/KPA; dap :
f. Surat keputusaz'n Bupati tentang besaran UP SKPD.

{3) Ketentuan mengenzjii format Surat Permohonan Penerbitan KKPD sebagaimana

dimaksud pada afat (1), dan Surat Referensi sebagaiAmana dimaksud pada

ayat {2), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
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Bagian Keempat

* Penerbitan KKPD

: Pasal 25 ;

(1) Bank penerbit KKi’D melakukan verifikasi Surat Pemfohonan yvang diajukan
oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(2) Verifikasi sebagaunana dimaksud pada ayat (1) terrnasuk untuk persetujuan
pemberian batasan ‘belanja (iimity KKPD yang dlsesualkan dengan kebijakan
Bank penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat keputusan Bupati
tentang besaran UP SKPD.

(3} Veritikasi sebagaunana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesa1
dilaksanakan palmg lambat 6 (enam) hari kerja setelah Surat Permohonan
Penerbitan KKPD dltenrna oleh Bank Penerbit KKPD.

(4) Dalam hal hasil veni'ika31 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhl,
Bank Penerbit KKPD menerbltkan '

a. KKPD; '

b. rekapitulasi penerbltan KKPD; dan

c. tanda terima KKPD untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD.
(5) Penerbitan KKPD, rekap1tulas1 dan tanda terima KKPD sebagmmana dimaksud )

pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) han kerja setelah hasil

verifikasi terpenuhl* -

(6) Bank Penerbit KKPD rnenyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling
lambat 1 (satu} har; kerja setelah KKPD diterbitkan.

Pasal 26 _

(1) Dalam hal venfika31 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan
ayat (2] tidak terpenuhl Bank Penerbit KKPD- menolak sebaglan atau seluruh
permohonan penerbltan KKPD dengan menyampalkan surat pemberitahuan
penolakan kepada PPKD selaku BUD.

(2) Penyampaian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dlsampalkan paling lambat 1 (satu) hari ker]a setelah berakhirnya
proses verifikasi. |

(3) PPKD selaku BUDimemperbaiki dan melengkapi pers'}aratan permohonan
penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD

untuk proses verifikasi lebih lanjut.

1
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Kelima
Aktivasi dan Penggunaan KKPD
Pasal 27 '

Pemegang KKPD mgenggunakan KKPD sesuai dengari kéwenangannya setelah
terlebih dahulu dllakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali.
Aktivasi KKPD sebagalmana dimaksud ' pada ayat {1) dilakukan oleh
Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call
center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/ sarana lainnya.
Request/aktivasi PIN KKPD dllakukan oleh Admmlstrator KKPD atau masing-
masing Pemegang : KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short

Message Service) / sarana lainnya.

5 Pasal 28 5
Setelah aktivasi Kartu'dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secara otomatis
aktif dan slap dlgunakan :
Penggunaan KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
pembayaran belan_]a barang dan jasa serta belan_]a modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18.

: Pasal 29
Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada . kolom tanda tangan
(signature panei) yang terdapat pada bagian belakang KKPD _
Pemegang KKPD wa_]lb merahasiakan nomor kartu, PIN Card Verification
Value (CVV) dan masa berlaku KKPD, _
Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa : kOI‘ldlSl dan rincian
transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transak31 yang salah/tidak
diakui (dispute).
Dalam rangka pengamanan penggunaan KKFPD, pemegang KKPD dilarang
memberikan 1nforma31 mengenai data diri dan transak31 KKPD kepada
siapapun. : :
Dalam hal KKPD dfgunakan untuk transaksi, Pemegangé KKPD mengutamakan
pembelian barang/ _]asa yang merupakan produk dalam negerl
Dalam hal KKPD udak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang
KKPD dapat menga_]ukan permohonan penonaktifkan ' kepada Administrator
KKPD dan rnenylmpan KKPD ditempat yang aman. ’
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

: BAB VI :
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD
- Bagian Kesatu -
: Penatausahaan Bukti-Bukti
! | Pasal 30 ,. _
Pelaksana Kuasa? Pengguna mengumpulkan dokumen belanja yang
menggunakan KKPi) berupa : |
a. Tagihan (e-bzllmg) /Daftar Tagihan Sementara;
b. Surat Tugas/ !Jndangan Rapat/Surat PerJalanan Dinas/Perjanjian/
Kontrak; dan :
c. bukti-bukti pengeluaran _
Daftar Tagihan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan

dari sistem perbankan Bank penerbit KKPD, memuat 1nforma81

a. nama pemegang KKPD

o

nomor KKPD (apcount numbei);

tanggal cetak Djaftar Tagihan Sementara;
tanggal transakisi (transaction date);
tanggal pembuli{uan (posting date),
keterangan (de écription) ;

nilai transaksi (amounts); dan

= T N

sub total tagiha:n.

Bukti-bukti penge:luaran sebagaimana dimaksud pafda. ayat (1) huruf c
meliputi bukti peri‘xbelian /pembayaran sesuai dengan éperaturan perundang-
undangan.
Berdasarkan dokuEmen sebagaimana dimaksud pada ‘:ayat (1), PPTK selaku
pelaksana penggﬁna KKPD membuat daftar penéeluaran riil belanja
menggunakan KKPD.

Daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD sebagalmana dimaksud

. pada ayat (4) sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

(1)

Bagian Kedua

| 2 Penagihan dan Penyelesaian Tagihaﬁ

| Pasal 31
PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD menyampalkan daftar
pengeluaran riil belan_]a menggunakan KKPD dllampm dokumen belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada PA/KPA melalui
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PPK-SKPD/ PPK-Uﬁit SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan
(e-billing)/ Daftar Ta{gihan Sementara diterima dari Bank penerbit KKPD.

(2) Berdasarkan daftdr pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD beserta
dokumen sebagalmana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD/PPK-Umt SKPD
melakukan Venhka31 terbadap :

al

kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban
APBD;

kebenaran matériil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;

kebenaran pefhitungan Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara
termasuk merﬁperhitungkan kewajiban penerima; pembayaran kepada
pemerintah daej;rah;

kesesuaian pérhitungan antara bukti pengeluai‘an dengan Tagihan
(e-billing) / Daftafr Tagihan Sementara; ':

kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan denéan KKPD; dan
kesesuaian spesifikasi teknis dan volume @ barang/jasa dalam

pexjan_]lan/kontrak dokumen serah terima barang/ jasa, dan barang/jasa

yang dlserahkan oleh penyedia barang/jasa.

(3) Berdasarkan hasﬂ verifikasi, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan NPD
KKPD dengan dllampm DPT KKPD serta buktl-bukp pengeluaran untuk

selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandétangani dan disahkan.

(4) NPD KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (3) paling sedlklt memuat :

a.

tanggal dan nomor NPD KKPD;

b. jumlah taglhan: KKPD yang dibayarkan;

c
d.

€.

f.

g.

nomor rekening Bank penerbit KKPD;
peruntukkan pémbayaran;

dasar pembaya}an;

pembebanan anggaran, dan

tanggal setu_lu/ lunas bayar serta penandatangan NPD KKPD.

(5) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan DPT

KKPD sebagaimané dimaksud pada ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD.

(6) DPT KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (3) sesual dengan ketentuan

perundang—undangan
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: Pasal 32 __

(1) Dalam hal terdapai bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan,
PPK-SKPD/PPK Unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan
disampaikan kepada PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pc;ngguna KKPD melalui
Surat Pemberitahu;'m Penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar
pengeluaran riil befanja menggunakan KKPD diterima.

(2) PPTK selaku Pelakéana Kuasa Pengguna KKPD mempe_:rbaiki dan melengkapi
bukti-bukti pengelﬁaran riil belanja menggunakan KKPD dan menyampaikan
kembali kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK Unit SKPD untuk proses
verifikasi lebih lanJut :

(3) Format Surat Pernbentahuan Penolakan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

' Pasal 33 :
PA/KPA menyampaikan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti
pengeluaran belanja yéng telah disahkan sebagaimana dirrfaksud dalam Pasal 31
ayat (4) kepada BP/ BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja Setelah diterbitkan dan

dilampiri dengan dokumen yvang lengkap dan sah.

Bagian Ketiga
Pengujian Nota Pencairan Dana
. Pasal 34 |
(1) Berdasarkan NPD: KKPD yang dilampiri DPT KKPD dan bukti-bukti
pengeluaran belanJa yang telah disahkan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
33, BP/BPP melakukan

a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD:;
b. pengujian keteréediaan dana UP KKPD; dan

c. penyusunan daftar pungutan/potongan pa;ak/bukan pajak atas tagihan
dalam NPD KKPD

(2) Pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD sebagalrnana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, mellputl ‘
a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA; . :
b. pemeriksaan kei)enaran atas hak tagih, meliputi :
1) pihak yang%ditunjuk untuk menerima pembayaréuﬁ;
2)  nilai tagihan yang harus dibayar; '

3) jadwal wakiu pembayaran; dan
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(3)

(4)

(5)

(6)

[
il
[

4) ketersediaain dana yang bersangkutan.

c. pemeriksaan kesesualan pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis
yang dlsebutkan dalam penerimaan barang/ jasa dan spesifikasi teknis
yang dlsebutkan dalam dokumen perjanjlan/kontrak dan

d. pemenksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode rekening
anggaran atas pengeluaran

Dalam hal pengujlan NPD KKPD dan DPT KKPD telah memenuh1 persyaratan,

BPP menyampalkan NPD KKPD dan DPT KKPD yang ' diterbitkan oleh KPA

kepada BP untuk penga_] uan permintaan penggantlan UP KKPD kepada PA.

Berdasarkan hasil venﬁkam NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan PA

sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang

diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan
permintaan penggantlan UP KKPD kepada PA. _'

Pengajuan permmtaan penggantian UP KKPD sebagaiinana 'dimaksud pada

ayat (3) dilakukan pallng lambat 2 (dua) hari kerja se_]ak NPD KKPD dan DPT

KKPD diterima. | :

Dalam hal berdasai;kan pengujian, NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi

persyaratan untuki dibayarkan, BP/BPP menolak NPD -KKPD dan DPT KKPD

yang diajukan dan mengembalikan kepada PPTK pahng lambat 2 (dua) hari
kerja sejak NPD KKPD dan DPT KKPD diterima.

Bagian Keempat ,
Mekanlsme Penerbltan SPP-GU, SPM GU dan SP2D GU KKPD
Pasal 35

Permintaan penggantlan UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4)
dilakukan dengan menga_]ukan SPPGU KKPD kepada PA me1a1u1 PPK-SKPD yang

dilampiri :

a.
b.

C.

(1)

(2)

NPD KKPD;
DPT KKPD; dan

beserta dokumen pie_ndukung.

o Pasal 36 _
PPK-SKPD melakui{é.n verifikasi dokumen SPP-GU KKPD yang disampaikan
BP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Berdasarkan hasﬂ verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen
SPP-GU KKPD dlnyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM GU
KKPD yang d11amp1r1 Draft Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan

»
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Surat Peryataan Yeriﬁkasi PPK-SKPD, dan disampaikan kepada PA untuk
ditandatangani. |

Dalam hal berdasa%rkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dokumen SPP-GU KKPD dinyatakan belum ‘lengkap, PPK-SKPD
mengembalikan ke;pada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) hart kerja
setelah dokumen SPP-GU KKPD diterima.

Pasal 37 ;
PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D GU KKPD paling lambat 2 (dua) han ker_|a sejak dokumen
SPP-GU KKPD dlterlma secara lengkap.
SPM GU KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1}, dllampm
a. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b. Surat Peryataaq Verifikasi PPK-SKPD.

Pasal 38
Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU: KKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan. ;
Berdasarkan hasil venfika51 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen
SPM GU KKPD dmyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D GU KKPD
paling lambat 2 (du_a) hari kerja sejak dokumen SPM GU KKPD diterima secara
lengkap.
Dalam hal berdaszirkan hasil verifikasi sebagaimana dijmaksud pada ayat (1)
dokumen SPM E}U KKPD belum dinyatakan le;ngkap, Kuasa BUD
mengembalikan dokumen SPM GU KKPD kepada PA pahng lambat 1 (satu)
hari kerja sejak dltenma dokumen SPM GU KKPD. :

: Bagian Kelima

Pembayaran Tagihan KKPD

Pasal 39 3_‘
BP melakukan perrflbayaran tagihan KKPD melalut pendebitan rekening BP ke
rekening Bank Pénerbit KKPD paling lambat 2 (dli'a) hari kerja setelah
pencairan dana SPQD diterima/masuk ke rekening BP.
Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan rekemng BP ke rekening BPP
dilakukan BP pahng lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencalran dana SP2D-
UP KKPD dlterlma/ masuk ke rekening BP,

KARAN KABAG

U
KEuANGAN | HUKUM ASSIn SEKDA WABUP




(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebltan rekenlng BPP
ke rekening Bank! Penerblt KKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah
pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP.:

(4) Pendebitan rekemng BP/BPP dilakukan sejumlah taglhan yang harus dibayar
sebagaimana tercantum dalam DPT KKPD.

(5) Pendebitan rekemn_g‘BP/ BPP menggunakan :

a. Layanan Perbarikan Secara Elektronik; dan
b. Cek/bilyet glro

(6). Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dlrnaksud pada ayat (5)
huruf a berupa: | '
a. Internet Bankmé; atau
b. Kartu Debit. i

(7) Biaya yang timbill akibat pendebitan rekening f)enggunaan Layanan
Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan anat (2) dibebankan pada DPA SKPD b_ierkenaan.

Pasal 40

(1) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum dlbayarkan oleh SKPD paling
singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pernbayaran Bank Penerbit
KKPD rnenyampalkan laporan tunggakan tagihan KKPD kepada SKPD yang |
bersangkutan dan éiitembuskan ke PPKD selaku BUD. °

(2) Berdasarkan Lapo;an Tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan SKPD terkalt

(3) Koordinasi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk

- mengklarifikasi, menghlrnbau dan mendorong SKPD melakukan percepatan

penyelesaian taglhan KKPD yang belum dibayarkan.

(4) SKPD harus menyelesalkan tagihan KKPD sebagalmana dimaksud pada ayat
(3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak koordinasi dllakukan dengan PPKD
selaku BUD. ! ’

| Pasal 41 :
(1) Pembayaran atas taglhan KKPD kepada Bank Penerblt KKPD yang melebihi
tagihan /haknya rnerupakan keterlanjuran pernbayaran
(2) Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali oleh Bank Penerbit KKPD

ke rekening BP/ BPP untuk penyetoran kembali.

K PAN KABAG ASS I SEKDA WABUP

KEUGNGAN | HUKUM




(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

Penyetoran kembaﬁ sebagaimana dimaksud pada ayai: (2) dimintakan oleh
Administrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD rnelalm surat elektronik
dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetu_luan dari PA/KPA.
Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dlmaksud pada ayat (3),
Administrator KKPD harus menginforinasikan :
a. nilai keterlanj uljan pembayaran;
b. nomor dan nan{a KKPD; ’
bukti-bukti penibayaran/ pemindahbukuan yang sah, dan
d. nomor rekeniné BP/BPP untuk penyetoran keri'lbali atas kelebihan
pembayaran taglhan dari Bank penerbit KKPD. '
Dalam hal 1nforma31 permintaan penyetoran kembali sebagmmana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi, Bank Pene}'blt KKPD melakukan
penyetoran kernbaii ke rekening BP/BPP dan/atau rekening yang ditunjuk
paling lambat 5 (llma) hari kerja setelah pengajuan permmta.an penyetoran
kembali oleh Adrmmstrator KKPD. '
Dalam hal informasi permintaan penyetoran kembali tldak terpenuhi, Bank
Penerbit KKPD membentahukan kepada Admlnlstrator KKPD untuk
memperbaiki permmtaan penyetoran kembali sebagalmana dimaksud pada

ayat (3) dan informési sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
BIAYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
Pasal 42
Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari blaya penggunaan KKPD,
meliputi :
a. biaya keanggotaan (membership fee); _
b. biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-bankmg,
c. biaya permmtaan kenaikan batasan belanja (limit); |
d. biaya penggantiian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak;
e. biaya pengganti:an PIN;
f. biaya copy Billing Statement,
g. biaya pencetaka;m tambahan lembar tagihan;
h. biaya keterlambatan pembayaran,;
i. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat ‘dibayarkan; dan
j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekezij Jasarna dengan KKPD.
Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya

materai.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pengaturan blaya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam | perjan_uan kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD
selaku BUD dengan Pejabat Bank Penerbit KKPD.

o BAB VIII

' MONITORING DAN EVALUASI

i Pasal 43 -
Dalam pelaksanaari ‘pembayaran dan penggunaan KKPb Pemeﬁntah Daerah
melalui SKPKD melakukan monitoring dan evalua31 atas pelaksanaan
pembayaran belan_la daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan
berkala. .
Monitoring dan ev;aluasi sebagaimana dimaksud padéa. ayat (1) dilakukan
untuk memastlkan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Monitoring dan evaluaSI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan
dengan menyampalkan Laporan Hasil Monitoring dan Evalua51 ‘Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKPD, '

Monitoring dan evalua31 sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
a. PA; dan
b. PPKD. 2

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
. Pasal 44 :
Bank penempatanE RKUD berkoordinasi dengan leml;aga yang berwenang

mengeluarkan 1zm penerbitan Kartu Kredit dalam ‘rangka percepatan
kemandirian dalam menerbltkan KKPD.

Pemrosesan transak51 dan penyeienggaraan KKPD dllakukan oleh bank
dan/atau pihak tprkalt dengan memperhatikan pquaturan kartu kredit
sebagai alat peml;ayaran sesuai dengan ketentuan :;peraturan otoritas di

bidang sistem pembayaran.

§o
to

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Bupatl ini mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan

? .
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Agar setiap orang n{ehgetahuinya, memerintahkan penigundangan Peraturan
Bupati ini dengan peflempatannya dalam Berita Daerah :iKabupaten Gorontalo
Utara.

Ditetapkan ;di Kwandang

pada tanggal, 23 wivemsee 2023

BUPATI GORONTALO UTARA 4
; THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwanciang
pada tanggal, & WWM@E:V? 2023 ;
SEKRETARIS DAERA tKABUP_ATEN GORONTALO UTARA,

UKLEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR . 574

; H

3
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 3 TAlun  20R3 |
TANGGAL : 25 WOVEWSER 2023
TENTANG : TATA CARA TATA CARA PENGGUNAAN DAN
5 PENYELENGGARAAN | KARTU KREDIT
A PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH " |

{

FORMAT PERMOHONAN » SURAT, DAFTAR DAN BI‘jRITA ACARA.

FORMAT 1 PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD ATAU PERUBAHAN
BESARAN UP

FORMAT 2 SURAT PERNYATAAN UP __

FORMAT 3 SURAT PERSETUJUAN BEARAN UANG PERSEDIAAN KKPD
SKPD JUNIT SKPD ’

FORMAT 4 SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

FORMAT S SURAT REFERENSI

FORMAT 6 DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN
BARAN G DAN JASA SERTA BELANJA MODAL DENGAN
MENGGUNAKAN KKPD

FORMAT 7 DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN
DINAS JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

FORMAT 8 DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

FORMAT9 SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

FORMAT 10 BERITA ACARA SERAH TERIMA KKPD

KABAN KABAG

m SEKDA WABUP
KEUANGAN | HUKUM ASS P




FORMAT 1 : PERMOHONAN PERSETUJUAN UP KKPD ATAU PERUBAHAN

BESARAN UP
KOP SURAT SKPD
Nomor ............. (1)
Lampiran @ .....ccoedennnnenenes (2)

Hal : Permohonan Pei‘setuj uan UP KKPD/atau Perubahan Besaran UP

Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD ................... (3)

Kota ........... 4)
Sehubungan dengan Peraturan Bupati Nomor ..... SIS (5) tanggal
..................... (6) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu

Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, bersanj_la ini kami mengajukan permohonan "persetujuan UP Kartu

Kredit Pemerintah Daefah sebagaiman rincian dibawah ini :

No. Besaran UP Jenis UP Proporsi UP Tunai dan
SKPD/Perubahan Besaran ‘UP KKPD
UP SKPD % | : Nilai UP
(7) ®) Tunai @ [y
3 KKPD oy | (12)

Selanjutnya, sebagal bahan pertimbangan karm lamplrkan Pernyataan Uang

Persediaan PA sebagalmana lampiran surat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

KAPAN KABAG ¢
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. PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHON PERSETUJUAN UP KKPD

NO URAIAN

(1) | Diisi dengan nomor surat

(2) | Diisi dengan jumlah herkas lampiran surat

(3) | Diisi dengan alamat kantor PPKD

(4) | Diisi dengan nama Kahupaten

(5) | Diisi dengan nnrnnr peraturan Bupati

(6) { Diisi dengan tgnggal penetapan peraturan Bupati

(7) | Diisi dengan nomor urut

(8) |Diisi dengan ibesaran UP sesuai dengan Keputusaﬁ Bupati

©) Diisi dengan ';p'ersentase besaran UP Tunai yaitfg 60%/Perubahan
persentase bes__aran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Bupati

(10) Diisi dengan ;persentase besaran UP KKPD yait? 40% /Perubahan
persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Bupati

1) Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan
dengan besaran UP SKPD :

(12) Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentase UP KKPD dlkahkan
dengan besaran UP KKPD :

(13) | Diisi dengan nama Kabupaten

(14) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun

(15) | Diisi dengan nama lengkap PA

(16) | Diisi dengan NIP PA

KABAN KABAG

"
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FORMAT 2 : SURAT PE:RNYATAAN UANG PERSEDIAAN

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN
Nomor - XXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertandatangan di
bawah ini :

i

1. Nama : ...................... (1)
2. Jabatan : PenggunafAnggaran (PA) .... (2)
3.SKPD  foeeeeereeeee st (3)

dengan ini menyatakanzbahwa :

1. Besaran UP SKPD yang diajukan untuk Tahun Anggaran ... (4) ... adalah
sebagai berikut : ‘

No. | Uraian Jumlah (Rp)

1. |Pagu DPA SKPD S (5)

2. | Pagu Jems Belanja yang dapat : (6)
dlbayarkan melalm UP dalam 1 Tahun ?

3. |Pagu Jen;s Belanja yang dapat . {7)
dibayarkan%melalui UP Tunai dalam 1 ;
Tahun |

4. |Pagu Jenis Belanja yang dapat - (8)
dibayarkan' melalui UP KKPD dalam 1 |
Tahun ‘ |

5. |Besaran UP SKPD )

6. |Besaran UP Tunai atau Perubahan - (10)
Besaran UP Tunai (60%) /Perubahan )
Proporsi UP Tunai :

7. | KKPD atali? Perubahan Besaran UP - (1Y
KKPD (40%) /Perubahan Proporsi UP
KKPD :

KABAN KABAG
ASS N SEKDA WABUP
KEUARGAN | HUKUM 2




2. UP tersebut akén dipergunakan untuk keperluani membiayai kegiatan
operasional seha:ri hari SKPD dan/atau membiayai péngeluaran yang tidak

H

dapat dilakukan melalul pembayaran LS. ]

3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalm BP, besaran/jumlah
potongan UP Tun_al yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD atau melakukan
pemotongan ata%s penggantian UP Tunai yang diajilkan sebesar jumlah
potongan yang t;elah ditetapkan PPKD selaku BUDi sebagai akibat tidak
melakukan penggantlan (revolving) UP Tunai mlmmal 1 (satu) kali dalam 1
(satu) bulan seJak SP2D-UP Tunai diterbitkan. :

4. Bersedia dllakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dan‘ total besaran/proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh
PPKD selaku iBUD sebagai akibat dltemukannya ketidaksesuaian
pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD dengan Laporan Hasil
Monitoring dan Evalua31 Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Tingkat
SKPD. L

5. Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunal serta besaran UP
'KKPD/ perubahan besaran UP KKPD yang telah dlsetujm oleh PPKD selaku
BUD dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan:peraturan yang telah
ditetapkan, :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarny‘é.

........ (12) ........ s cortererene (13) cernnenas
Pengguna linggaran
. (14) oo
.................... (15)ecviemmirrniirnnirenciiiens
................... 1) I

KABAN | KABAG:| ,ocpy | sexpa | wasup
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| PETUNJUK PENGISIAN 4
SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO

URAIAN

(1)

Diisi dengan r;lama Pengguna Anggaran (PA)

2

Diisi dengan jabatan Pengguna Anggaran

(3)

Diisi dengan nama SKPD

(4)

Diisi dengan tahun anggaran berjalan

(5)

Diisi dengan total Pagu DPA SKPD (dalam Ruplah)

(6)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dlbayarkan melalui UP
selama l(satu) tahun (dalam Rupiah) :

(7)

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP
Tunai selama ‘1 (satu) tahun yaitu sebesar 60% (enam puluh persen)

dari pagu jenisi belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)

L@

Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP
KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (erilpat puluh persen)
dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)

(9)

Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusan Bupati
tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiah)

(10)

Diisi dengan:

Besaran UP Tﬁnal yaitu 60% dari besaran UP SKPD atau 60% dari
perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang telah
disetujui Bupat1 (dalam Rupiah); atau Perubahan propor31 UP Tunai
yaitu propor81 lebih kecil/lebih besar dari 60%: :dikalikan dengan |
besaran UP SKPD per bulan atau propor31 lebih kecﬂ/ lebih besar dari
60% dikalikan’ dengan perubahan besaran UP melampam besaran UP
SKPD (dalam ' ‘Rupiah). Penetapan perubahan propor31 UP Tunai
diberikan oleh Bupati.

(11)

Diisi dengan : | '_

Besaran UP Ki{PD yaitu 40% dari besaran UP SKPD atau 40% dari
perubahan be;‘.aran UP melampaui besaran UP ‘SKPD yang telah
disetujui Bupat1 (dalam Rupiah); atau Perubahan pr0pors1 UP KKFD
yaitu propor31 lebih kecil/lebih besar dari 40% dlkallkan dengan
besaran UP SKPD per bulan atau proporsi lebih keqll /lebih besar dari

40% dikalikanfdengan perubahan besaran UP mela%npaui besaran UP

-

P
| -
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SKPD (dalam Rupiah). Penetapan perubahan prop0r31 UP KKPD yang
ditetapkan oleh Bupati.

(12) | Diisi dengan loka31

Diisi dengan; tanggal bulan, dan tahun penandatanganan Surat

(13)
Pernyataan UP

(14) | Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD

(15) | Diisi dengan nama lengkap PA

(16) | Diisi dengan NIP PA

FORMAT 3 : SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KKPD SKPD

KOP SURAT SKPKD
Nomor Dee(1)ennn. (Tanggal, Bulan, Tahun)
Sifat :
Lampiran :....(2)..... f

Hal sen(3)ne

Yth. Pengguna Anggarah SKPD ....(4).........
di ....(5)..... C

1. Dasar:

a. Peraturan Bupatl Nomor ... (6) ... tentang tentang Tata Cara Penggunaan
dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

b. Keputusan Bupatl mengenai penetapan besaran UP SKPD;

¢. Surat Permtah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) Tunai Nomor .
(7).. tanggal W (8) .o

d. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP darl PA SKPD .... (9) ...

Nomor .... (10) ... tanggal .... (11) ..... : dan/atau
e. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD .... ( 12) .... Nomor .... (13) .... tanggal
(14) ..... :

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini d1ber1kan

persetujuan besaran UP SKPD adalah sebaga1 berlkut

b KABAN KABAG
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No. Uraian : Jumlah (Rp)
1. | Pagu DPA SKPD (15)
2. |Pagu Jemis Belanja yang dapat (16)
dibayar;kan melalui UP dalam 1 Tahun :
3. | Pagu Jenis belanja yang dapat § (17)
dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1| |
tahun :
4. | Besaran UP SKPD (18)
5. |Besaran UP KKPD atau Perubahan (19)
Besarari UP KKPD (40%) /Perubahan E
Proporsi UP KKPD

. UP tersebut fdipergunakan untuk keperluan %membiayai kegiatan
operasional sehari-hari SKPD .... (20)..... kode .... (2;1) ..... atas beban DPA
TA.... (22) ..... No ...... (23)..... tanggal .... (24)..... dan iidak dapat digunakan
untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan
dengan Pembayaran Langsung (LS).

. Pembayaran dengan UP KKPD untuk pertama kali hanya dapat dilakukan
kepada 1 (satu) penenma/ penyedia barang/jasa serta belanja modal paling
banyak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh ._]uta rupiah) kecuali
pembayaran untuk honorarium dan perjalanan dinaé.

. Pembayaran dehgan UP KKPD dengan nilai belanja f)aling banyak sebesar
Rp.200.000.00d,00 (dua ratus juta rupiah) untujr; 1 (satu) penerima
pembayaran digunakan apabila belanja barang dan jasa serta belanja
modal melalui iransaksi katalog elektronik, toko dairing, dan PLSE yang
disediakan oleh; Lembaga yang menyelenggarakan tﬁgas pemerintahan di
bidang kebljakan pengadaan barang dan jasa pemenntah

. UP KKPD merupakan uang muka kerja yang dlbenkan dalam bentuk
batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP yang penggunaannya
dilakukan dengan KKPD.

. Total batasan belanja (limit) KKPD untuk masmg—masmg SKPD adalah
paling banyak sebesar UP KKPD yang telah dlSCtl.ljl.ll

. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah
ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang

telah dltetapkar}.

i KA KABAG

KDA WABUP
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9. Tata cara penc;aliran, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan dengan KKPD dalam rangka Penggunaan%Uang Persediaan agar
berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor ... (25) ..... tentang Tata Cara

Penggunaan KKPD dalam Rangka Pelaksanaan APBD.

Demikian untuk rflenjadi perhatian.

Kepala PPKD selaku BUD,

...................... 1215 POUPRRN
...................... (27)ervererereersrre
...................... (1222 ) SO

Tembusan: 5

1. Bupati ... (29) ......

2, e (30) ......

PETUNJUK PENGISIAN ﬁ
SURAT PERSET’UJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SKPD

NO ; URAIAN

(1) |Diisi dengan nomor surat

(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat .

(3) | Diisi dengan nama SKPD

(4) | Diisi dengan kode SKPD.

(5) |Diisi dengan tempat / domisili / alamat SKPD

(6) |Diisi dengan nomor Peraturan Bupati.

Diisi dengan nomor SPM UP Tunai SKPD yang diéampaikan kepada

(7) |
Kuasa BUD . :

Diisi dengan tanggal SPM UP Tunai SKPD yang disampaikan kepada
Kuasa BUD. :
(9) |Diisi dengan nama SKPD

(8)

Diisi dengan: nomor surat permohonan perubahah besaran UP dari

(10)
PA SKPD

KABAN | KABAG
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Diisi dengan tanggal surat permohonan perubailan besaran UP dari

(11)

PA SKPD :

(12) | Diisi dengan nama SKPD.

(13) | Diisi dengan ;nomor Surat Peruyataan dari PA SKPD.

(14) | Diisi dengan tanggai Surat Peruyataan dari PA SKP;D.

{(15) | Diisi dengan tbtal pagu DPA SKPD {dalam Rupiah) .

(16) Diisi dengan pagu jenis belanja yang bisa dlbayarkan melalui UP

selama 1 (satu) tahun {dalam Rupiah) .
Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP
a7 KKPD selama jl {satu) tahun yaitu sebesar 40% (er;lpat puluh persen)
dari pagu jems belanja yang bisa dlbayarkan melalu1 UP {dalam
Rupiah). | _
(18) Diisi dengan f%besa'ran Up SKPD sesuai dengan? ketentuan dalam
Keputusan Bupati tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiah).
Diisi dengan perubahan besaran UP melampaul besaran UP SKPD yang
telah dlsetu_]ul Bupati (dalam Rupiah).
a. Besaran' UP KKPD yaitu 40% dari besaran [jP SKPD atau 40%
| dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD yang
telah dlSCtlljl.ll Bupati (dalam Rupiah) ; atau 1‘

(19) b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu propors1 lebih kecil/ lebih
besar dai‘i 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD atau proporsi
lebih keé:il/lebih besar dari 40% dikalikan dengan perubahan
besaran UP melampaui besaran UP SKPD= {dalam Rupiah).
Penetapafln perubahan Proporsi besaran UP Tu:nai dilakukan oleh
Bupati. | |

{20) | Diisi dengan nama SKPD.

{21) | Diisi dengan kode SKPD.

{22) | Diisi dengan téhun anggaran DPA SKPD

(23) | Diisi dengan Nomor DPA SKPD.

(24) | Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD.

(25) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati.

(26) | Diisi dengan tanda tangan Kepada PPKD selaku BUD dan dibubuhi cap.

(27) | Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD.

ABAN KABAG
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i

(28) [ Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD.

(29} | Diisi dengan nama Kabupaten.

(3 0) Diisi dengan Izejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kerjanya.

i
i

FORMAT 4 : SURAT PE?RMOHONAN PENERBITAN KKPD

KOP SURAT SKPKD

Nomo :...(1).... (Tanggal, Bulan, Tahun)

Sehubungan dengé;n pelaksanaan Peraturan Bupati Némor «e.(5}.....Tentang
Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan

ini kami mengajukan permohonan untuk menerbitkan’;KKPD dalam rangka

penggunaan Uang : Persediaan (UP) SKPD ....(6}...... (7)eeannnes dengan total
batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan sebesar Rp . v veree (8) cerenn (9).....
Adapun pagu DPA SKPD ..... (10) ..... TA ..... (11) ..... Nomor ..... (12) ..... sebesar
Rp .....(13).....[....( 14j ..... ) dan Besaran Uang Persediaan sebesar Rp.. . ....... (15)

........ (e e (16) e ).

Sebagai bahan pertirr?lbangan, bersama ini kami lampirkan :

a. Surat referensi; . |

b. Formulir aplikasi KKPD; :

c. Fotokopi Kartu Tahda Penduduk yang masih berlaku;

d. Fotokopi NPWP; | ;

e. Fotokopi surat perjsetujuan besaran UP dari KKPD selaku BUD; dan

f. Fotokopi surat keﬁutusan penunjukkan PA.

: KABAN | KABAG
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Demikian kami sami;aikan, atas perhatian dan kerjasaménya diucapkan terima
kasih. | 3

Hormat Kam1

PPKD Selaku BUD
j Materai
T T
L e (18).ccrrrecnn
Tembusan:
Bupati... (19) ..... ;
. PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD
NO URAIAN

(1 | Diisi dengan nomor surat SKPD.

(2) Diisi dengan banyaknya lampiran surat.

Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra

(3) :
kerja SKPD.

(4) | Diisi dengan tempat/ domisili/ alamat SKPD.

(5) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati.

(6) |Diisi dengan nama SKPD.

(7) |Diisi dengan kode SKPD.

Diisi dengan total Batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh

8
8) SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka). -

Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh

9 : |
©) SKPD kepada Bank Penerbit KKPD ( dalam hurul). :

(10) { Diisi dengan nama SKPD.

(11) | Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.

(12) | Diisi dengan nomor DPA SKPD.

(13) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka) .

(14) | Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf) .

BAN KABAG
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Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan

15
(1) besaran UP darl PPKD selaku BUD (dalam angka). |

Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetu_luan besaran UP

16
(o) dari PPKD selaku BUD (dalam hurui).

(17) | Diisi dengan nama Kepala PPKD selaku BUD.

(18) | Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD.

(19) | Diisi dengan Bupati.

FORMAT 5 : SURAT REFERENSI

KOP SURAT

SKPKD

SURAT REFERENSI

....... 5 1 PEUSTSURURORRTOUINN 1) IR

Yth:.............. (3)ereemnceroncanns '
Hal : Pengajuan KKPD
Merujuk Perjanjian: Kerja Sama antara .................... (4)eeecieiniiiannnnns dengan
............... (5) tentang (6) Nomor:
............. (7)eereerenee. tanggal c.ooovvevenenne(8)eeenreennnn.., dengan ini kami mengajukan

permohonan untuk penerbitan KKPD untuk nama-nama sebagai berikut :

NO | NAMA |! TGLLAHIR | JABATAN | JENIS: BATASAN
| KARTU' BELANJA
1 : i (LIMIT)

O | o | 1y (12) (13) (14)

)

Adapun pejabat/pégawai tersebut diatas kami rekémendasikan untuk
mendapatkan KKPD' yang pembayarannya ditanggung sepenuhnya oleh SKPD
sepanjang sesuai dengan ketentuan pembayaran belan]a barang atas beban

APBD. :, ,
Selanjutnya untuk s:.egala hal yang terkait dengan penggunaan KKPD untuk

SKPD ........... (15) ........, maka Administrator KKPD yang kami tunjuk adalah :
Nama Feee(16)..... |
Jabatan : ....(1'?).... / _
S BAG
KE? GAN :3¥UM - ASSII SEK;JA WABUP




N

Telepon/Fax : ....(18)
Email : ....(19)

Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna Anggaran
(PA) untuk rnenyarnpaukan kenaikan batasan belan_]a (limit) KKPD secara

sementara/ perrnanen

Demikian kami sarnpalkan atas perhatian dan ker_]asamanya diucapkan terima
kasih. . ;

Horrﬁat kami,
Kepala PPKD selaku BUD

Materai

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT REFERENSI

NO ‘ URAIAN

(1) | Diisi dengan lokasi.

(2) | Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Referensi.

Diisi dengan _]abatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra

3
) kerja Pemerintah Daerah.

(4) Diisi dengan Bank Penerbit KKPD.

(5) Diisi dengan nama organisasi PPKD.

(6) | Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama.

(7) | Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama.

(8) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian I§e1ja Sama.

(9) | Diisi dengan ndmor urut.

(10) | Diisi dengan nama Pemegang KKPD,

(11) | Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD.

(12) | Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD.

(13) | Diisi dengan jenis KKPD.

(14) | Diisi dengan nilai limit KKPD.

;o .
b
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(15) | Diisi dengan nama SKPD.

(16) | Diisi dengan 1}1ama Administrator KKPD.

(17) | Diisi dengan _]abatan Administrator KKPD.

(18) | Diisi dengan nornor telepon/fax Administrator KKPD

(19) | Diisi dengan alamat email Administrator KKPD.

(20) | Diisi dengan nama PPKD selaku BUD.

(21) |Diisi dengan NIP PPKD selaku BUD.,

FORMAT 6 : FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL DENGAN
MENGGUNAKAN KKPD

KOP SURAT SKPD

DAFTAR PENGELUAR;AN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN fBARANG DAN JASA
DAN BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

Yang bertandatangan dl bawah ini :

Nama D eeteren e e e e cemriane e cee e s P ¢

NIP | e e e e (2)
Pangkat/Gol. Ruang eeemareren o et e s sasieene @ bne e e e v e v (3)

Jabatan  eererren e e e e e e et e e e e e s (4)
SKPD PO OOR S VO UTOROOS (5)
Nomor KKPD erenanres s e s s e e s e e (6)

Berdasarkan pembayé.ran dengan KKPD dalam rangké_. penggunaan Uang
Persediaan, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Rincian pengeluarar?l'riil pembayaran pengadaan barangidan jasa dan belanja

modal dengan menggunakan KKPD sebagai berikut :

KABAN KABAG

AssIl | sExpa | wasup
KEUARGAN | HUKUM 4




No |Uraia |Jenis i Pembebanan Bukti Ju
n Belanja ' ‘Anggaran - ml
Peng |Barang _ ah
eluar [dan Kode |Kode |Kode |Kode | Kod |Kode |Kode | Ada | Tid
an Jasa/M Sub |Akun |Kelom Wenis | e Rinci |{Sub ak

odal  fgesia | lpok Obj |an  [Rinci
tan : ek [Objek [an
: Obje
5 k
(7) ((8) (9) (10) |(11) ((12) (13) ((14) |(15) - ((16) |(17) ((18) {(19)
Total 20)

2. Jumlah uang tersei)ut pada angka 1 di atas benar—beniar dikeluarkan untuk
pembayaran pengé}daan barang jasa dan belanja I%lodal SKPD dengan
menggunakan KKPD dan apabila di kemudian hari teridapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut
ke Rekening Kas Un:lum Daerah. ;

Demikian pernyataan 1n1 kami buat dengan sebenamya, _untuk dipergunakan

sebagaimana mestmya

........ (21)...,.....(223...........,

PPTK selaku pelaksana Kua;sa Pengguna KKPD
....................... (23
....................... L. (24)
......................... (25)
PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PENGELUARAN RIIL PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DAN BELANJA MODAL DENGAN MENGGUNAKAN KKPD

NO L | URAIAN

(1) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pe;ngguna KKPD.

(2) | Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD.

Diisi dengan Pangkat/ Gol. Ruang PPTK selaku Pelaksana Kuasa
Gl Pengguna KKPD i

KABAN KABAG
A ABUP
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Vo

L

P
b
L

(4)

Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD.

()

Diisi denganfnama SKPD PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
KKPD. ‘

(6)

Diisi dengan nomor KKPD.

(7)

Diisi dengan flbmor urut.

(8)

Diisi dengan praian pengeluaran /transaksi keperluan belanja barang

dan jasa serta belanja modal yang dibayarkan dengan KKPD,

(8) | Diisi dengan j‘enis belanja barang dan jasa serta be}anja modal.
(10) | Diisi dengan kode sub kegiatan. .
(11) { Diisi dengan kode akun.
(12) | Diisi dengan kode kelompok.
(13) | Diisi dengan lfode jenis,
(14) | Diisi dengan kode objek.
(15) | Diisi dengan kode rincian objek.
(16) | Diisi dengan lfode sub rincian objek.
(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran.
(18) | Diisi dengan panda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran.
(19) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD.
(20) | Diisi dengan fotal pembayaran dengan KKPD.
(21) { Diisi dengan lpkasi.
(22) | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun. :
Diisi dengan tanda tangan PPiK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna
23) | kkep. | o
(24) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKFPD.
(25) | Diisi dengan I\LIIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pquguna KKPD.

BAN KABAG :
KEYANGAN | HUXUM .
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FORMAT 7 : DAFTAR 'PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS .

JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH

KOP SURAT SKPD

: § :
DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN
DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama D UUR R 8 §

NIP D e e e e e e v e e 1 (2)
Pangkat/Gol. Ruang | D ervreere s e e e e e e (3)
Jabatan D eerrreee e e ereeeine e v e b e e e e et eeeeeeeee (4)
SKPD RO SPPRURR £
Nomor KKPD e e e e s (B)
berdasarkan Surat Per]alanan Dinas (SPD) Nomor .............. (7) ................. tanggal
.................. (8) ‘ , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa

1. Rincian pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas _]abatan dengan Kartu Kredit
Pemerintah sebagai benkut '

No Rincian - Pembebanan Anggaran %Bukti Jumlah
Pengeluaran
(9) (10) (11) | (12) | (13)] (14) | (15)] (16) | (17) | (18)| (19)
Total : (20)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pembayaran per_;alanan dinas dan apabila di kemudian han terdapat kelebihan
atas pembayaran, karm bersedia untuk menyetorkan keleblhan tersebut ke
RKUD,

AN | KABAG
ASSI | SEKDA | WABUP
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Demikian pernyataan'ini kami buat dengan sebenamya untuk dipergunakan
sebagaimana mestmya.

Mengetahui : _ ,
PPTK selaku Pelaksana e (21) e, L (22)
Kuasa Pengguna KKP Pelaksana SPD,
................. (26) . e coressssseseene (23] overenernnennecs
................. (27) e v oo erereererenreenseo(24) coerrineieeriees et e,
................. (28) oo, ceervereeserrennso(28) corerereieeneenns
. PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGELUARAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN
: KKPD |
NO : URAIAN

(1) Diisi dengan n'ama Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(2) Diisi dengan NIP Pelaksana Surat Perjalanan Dinas {SPD).

Diisi dengan Pangkat/ Gol. Ruang Pelaksana Surat Perjalanan Dinas

3
) (SPD).

(4) Diisi dengan jabatan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD).

(5) { Diisi dengan nama SKPD.

(6) | Diisi dengan nomor KKPD.

(7) |Diisi dengan nomor SPD.

(8) | Diisi dengan tanggal SPD

(9) | Diisi dengan nomor urut

(10) [ Diisi dengan périncian pengeluaran.

(11) | Diisi dengan kode akun belanja.

(12) | Diisi dengan kode kelompok belanja.

(13) | Diisi dengan kode jenis belanja barang dan jasa.

(14) | Diisi dengan dee objek perjalanan dinas.

(15) | Diisi dengan kode rincian objek perjalanan dinas.

(16) | Diisi dengan kode sub rincian objek.

(17) | Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

KABAN KABAG
¢ SEKDA WABUP
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(18)

Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran.

(19)

Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD.

(20)

Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD.

(21)

Diisi dengan lokasi.

(22)

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.

(23)

Diisi dengan tanda tangan Pelaksana SPD.

(24)

Diisi dengan nama Pelaksana SPD.

(29)

Diisi dengan NIP Pelaksana SPD.

(26)

Diisi dengan tanda tangan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna

KKPD.

(27)

Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD,

(28)

Diisi dengan NIP PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD.

FORMAT 8 : DAFTAR éEMBAYARAN TAGIHAN KKPD

KOP SURAT SKPD (
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD
BANK .....(1)...... ¥ i
No |[Nam | No | Jenis [Rinci Pembebanan Jumlah
a mo {Belanj jan Anggaran ._ Pembay
r a Penge [Kode | Kode [Kode | Kode Kode [Kode Kode arl an
KK |Baran | ‘ , T (dalam
uara |guh |Aku [Kelo |[Jenis [Objek |Rincian | Sub Rupiah)
PD (g n | [Kegia |n  [mpok |Objek  [Rincia | P
© ftan n
: Objek
)13 @ | (5 6) ' | (7) (8) (9) (10) | (11) | (12) (13) | (14)
Biaya-i‘
Matera
. Total (15)
o (16) cverree vy (17) vereene. :
Penggun':a Anggaran,
R S (18)
ceresereate e eaens (19)
? eeereeesereeeeseees (20)
KE':":\B AN :3:3; AsS I s%on WABUP




; PETUNJUK PENGISIAN _,
DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KKPD

NO ‘ URAIAN
(1) | Diisi dengan 1;'1axna Bank Penerbit KKPD.
(2) | Diisi dengan i‘lomor urut.
(3) | Diisi dengan I;lama lengkap Pemegang KKPD.
(4) | Diisi dengan nomor KKPD,
(5) | Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal
Diisi dengan rincian pengeluaran / transaksi yang dibayarkan dengan
KKPD.*) Untﬁk Biaya Materai, apabila masul% dalam Tagihan
(©) (ebilling) /Daftiar Tagihan Sementara, agar diniasuk:kan dalam rincian
pengeluaran uirﬁuk dibayarkan kepada Bank KKPD;,
(7) | Diisi dengan kode sub kegiatan.
(8) | Diisi dengan kpde akun.
(9) | Diisi dengan kbde kelompok belanja.
(10) | Diisi dengan kode jenis belanja.
(11) | Diisi dengan kode objek belanja.
(12) | Diisi dengan kode rincian objek belanja.
(13) | Diisi dengan kbde sub rincian objek belanja.
Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBD untuk
(14) masmg-masmg Pemegang KKPD.
(15) | Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas bebalf_l APBD.
(16) | Diisi dengan lokasi. :
Diisi dengan tanggal bulan, dan tahun penandatanganan Daftar
(17) Pembayaran Taglhan Pemegang KKPD.,
(18) | Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap dmas
(19) | Diisi dengan nqma lengkap PA.
(20) | Diisi dengan NIP= PA.

KAPAN | KABAG . \cqm StkA | wasup
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FORMAT 9 : SURAT PEMBERITAHUAN = PENOLAKAN  BUKTI-BUKTI
PENGELUARAN KKPD

L KOP SURAT SKPD
Nomor SO § § OV t (Tanégal, Bulan, Tahun)
Sifat : Segera | ?,
Lampiran :...(2).... |
Hal :Pemberitahuan Penolakan
Bukti- Bukti Pefigeluaran KKPD
Yth., oo.(3)oeee..
SO (2 ) SRR
vee(S)eenninnns
Di  ....(6)..... j
1. Dasar: ;
a. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor .... (7) ..... tentang Tata Cara

Penggunaan dan Penyeienggaraan KKPD;

b. Daftar Pengelua}an Riil Kegiatan Pengadaan Baralig Jasa Dan Belanja
Modal Dengan KKPD a.n . ........ (8) veeene. dengan nomor KKPD ....... 9).. ;

]

c. Daftar Pengeluaf‘an Riil Kegiatan Perjalanah Dinas Jabatan Dengan KKPD

an. ... (10) ......... dengan nomor KKPD ....... (11)......... ; dan/atau

d. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara a.n . ........ (12) .cccco.. dengan
nomor KKPD .../ (13) ......... . : |
2. Sehubungan dengaﬁ': butir 1 tersebut di atas dan berdasarkan hasil pengujian
oleh PPK SKPD, dengan ini disampaikan rincian peng:eluaran riil kegiatan
pengadaan barang dajasa dan belanja modal dan/ atau% kegiatan perjalanan
dinas jabatan denéan KKPD yang tidak dapat disetﬁjui/disahkan untuk .
dilakukan pembayar%h atas beban APBD, meliputi : :

No |Rin Pembebanan Anggaran Bukti  |Ju [ Ket|Alas
cia [Kod |Kod | Kode | Kode | Kod | Kode | Kode | Ada|Tid |™ an
no e e Kelom | Jeni |e Rinci | Sub . Jak [lah Pen
Pen | Sub | Aku | pok s Obj |an Rincia | ° olak
gel |Keg (n ek (Obje |n an
uar | - k Objek |
an . :

(14) 1 (15) {(16) 1 (17) {(18) {(19) [(20) {(21) }(22) (23) | (24) | (25) | (26) | (27)

Total | : 28)

N KABAG
i xeulnGan | Hukum Assil SEKEA WABUP
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i |
3. Selanjutnya, terbé.dap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung ja{wab pribadi Pemegang
KKPD dan harus dlbayarkan kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

sebelum tanggal _]atuh tempo pembayaran

Demikian kami sampdﬂcan, atas perhatian dan kerjasamailya diucapkan terima
kasih. : "

Pengguria Anggaran,

(29)
(nama _]elas)

NIP. ..... (30} ....... .
Tembusan : :

1. Kuasa Pengguna Ang:garan OPD ... (31} ..... ; :
2. Bendahara Pengeluafan/ Bendahara Pengeluaran Pembanfu OPD .....(32} .....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN KKPD

NO o URAIAN
(1) | Diisi dengan nomor surat.
(2) | Diisi dengan banyaknya lampiran surat.

(3) ( Diisi dengan né.ma PPTK selaku Pelaksana Kuasa Péngguna KKPD.

(4) | Diisi dengan jabatan PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD.

Diisi dengan alamat Kantor PPTK selaku PelaksanaEKuasa Pengguna

) KKPD,

(6) | Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat SKPD. .

(7) | Diisi dengan nomor Peraturan Bupati.

(8) Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD,
(9) | Diisi dengan nomor KKPD. '

(10) | Diisi dengan nama PPTK selaku Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD.

(11} [Diisi dengan nomor KKPD.

(12) | Diisi dengan nama Pemegang KKPD.

(13) | Diisi dengan nomor KKPD.

BAN KABAG
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(14)

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan fincian pengeluaran/transaksi keperlpan belanja barang

(15) |jasa dan belai'nja modal dan/atau belanja perjalahan dinas jabatan
yang dibayarkan dengan KKPD.

(16) | Diisi dengan kode kegiatan.

(17) | Diisi dengan kode akun.

(18) | Diisi dengan Ii:ode kelompok.

(19) | Diisi dengan kode jenis.

(20) | Diisi dengan kode objek.

(21) | Diisi dengan kode rincian objek.

(22) | Diisi dengan k:ode sub rincian objek. :

(23) | Diisi dengan téfmda centang apabila terdapat bukti pengeluaran

(24) | Diisi dengan ta:mda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran.

(25) | Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD.
Diisi dengan keterangan dengan penjelasan: alasan rincian

(26) | pengeluaran/ 6ukti—bukti pengeluaran ditolak/ tidf;lk disetujui oleh
PA/KPA "Tidak Disetujui/Tidak Disahkan". ‘

(27) | Diisi dengan alasan penolakan.

(28) | Diisi dengan tdtal jumlah pengeluaran.

(29) | Diisi dengan nama SKPD.

(30) { Diisi dengan Nip PA/KPA.

(31) | Diisi dengan nama SKPD,

(32) | Diisi dengan né.ma SKPD.

E KABAG | :
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FORMAT 10 : BERITA ACARA SERAH TERIMA KKPD

KOP SURAT SKPD ﬁ |

. BERITA ACARA SERAH TERIMA -
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
I .

Nomor: ........................................... (‘1)
Pada hari iNiyinenin, (2)eieeennennen tanggal............... (3)erereerininns tahun..........
..... (4)........... bertempat di ..............{5)............, Kami yang bertanda tangan
dibawah ini
1. Nama:...... ................................................... (6)i
NIP: ..ovvrnne. ............................................... (7)
Pangkat/Gol. Ruang: ................. (8)
JADALAN % vveveemeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeesee e veee s ess e )
Dalam hal ini bertlndak selaku Pengguna Anggaran .......... [ L0) I
Untuk selan_]utnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
IL Nama @i (11)
NIP: oo e eer et et es e es s e e s s s nens (12)
Pangkat/Gol. Ruang ............................................. rrrrereieceeenees (13)
Jabatan : ....... reeereneseetssessensens s eesssasrasesesesssarensaees ( 14)

Dalam hal ini ber_tmdak selaku Pemegang Kartu Kred;t Pemerintah Daerah
untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serahi terima barang berupa Kartu Kredit Pemerintah Daerah

dengan ketentuan sebagéimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1l

PIHAK KESATU rnenyera_:\hkan kepada PIHAK KEDUA menerima hak atas Barang

berupa :
No. Nama Barang Nama Nomor Jumlah
% Pemegang Kartu Kredit
Kartu Kredit | Pemerintah
Daerah
(15).. [ ererenen (16)...e. | wveennn (17)ee. | eeveenn (18).cc. | verern{19)..
T KE:(JAAJQN m& EASSII! SE% WABUP
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Pasal 2

Dengan ditandatangatiinya Berita Acara Serah Terima ini jmaka tanggung jawab

penggunaan Barang Sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA. :

! Pasal 3 :
Berita Acara Serah Teri'_ma ini dibuat sebagai bukti yang sah adam rangkap 2 (dua)

bermaterai dan mempu:riyai kekuatan hukum yang sama ba;gi PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA. ' |

|

PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA

Materai Materai
....... (20)...... creene(22).nn.
NIP. ..vvnnne. (21)...... 10) 1 (23)......
PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA KKPD -

1t

NO URAIAN

(1) Diisi dengan nomor BAST.

(2) | Diisi dengan hari terjadinya serah terima.

(3) | Diisi dengan tanggal terjadinya serah terima.

4) Diisi dengan tahun terjadinya serah terima.

(5) Diisi dengan tempat terjadinya serah terima.

(6) | Diisi dengan nama Pihak Kesatu,

(7) | Diisi dengan NIP Pihak Kesatu.

(8) | Diisi dengan Pangkat/Golongan Pihak Kesatu.

(9) | Diisi dengan Jabatan Pihak Kesatu.

(10) | Diisi dengan nama SKPD.

(11) | Diisi dengan nama Pihak Kedua.

(12) | Diisi dengan NIP Pihak Kedua.
(13) | Diisi dengan Pangkat/Golongan Pihak Kedua.

{
| KAHAN KABAG
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| (14)

Diisi dengan Jabatan Pihak Kedua

(15) | Diisi dengan Nomor. .

(16) | Diisi dengan flama barang yang diserahterimakan.’

(17) | Diisi dengan nama pemegang kartu kredit pemerintah.

(18) | Diisi dengan r;lomor kartu kredit pemerintah.

(19) | Diisi dengan j}lmlah barang/kartu kredit yang dise:;ahterimakan.
(20) | Diisi dengan Nama Pihak Kedua

(21) [ Diisi dengan NIP Pihak Kedua

(22) | Diisi dengan Nama Pihak Kesatu.

(23) | Diisi dengan NIP Pihak Kesatu.

BUPATI GORON_TALO UTARA 0

THARIQ MODANGGU

KABAN KABAG | .
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